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SambutanSambutan
Rahmat Bagja
Ketua Bawaslu

Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa 
karena atas izin-Nya sehingga Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) Pemilu dan 

Pemilihan Serentak 2024 ini dapat diselesaikan. IKP Pemilu dan Pemilihan 
Serentak 2024 adalah salah satu produk hasil penelitian Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. IKP Pemilu dan 
Pemilihan Serentak 2024 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk 
melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi 
pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi 
pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan secara serentak tahun 2024. 
Dalam IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai Segala hal yang 

berportensi menggangu atau menghambat proses pemilihan 
umum yang demokratis.

Bawaslu menyusun IKP Pemilu 
dan Pemilihan Serentak 2024 dengan 

menitikberatkan pada 4 (empat) 
dimensi utama yang dijadikan 

sebagai alat ukur yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan 

Pemilu yang demokratis, 
berkualitas, dan 

bermartabat. Keempat 
dimensi tersebut, 
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yaitu (i) konteks sosial politik, (ii) penyelenggaraan pemiliu, (iii) 
kontestasi, dan (iv) partisipasi. IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 akan 
menggunakan 3 kategori yaitu, rendah, sedang dan tinggi.  Melalui kategori-kategori 
tersebut diharapkan Bawaslu dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuat 
dan mengambil intervensi terukur terkait kerawanan Pemilu yang terjadi di tingkat 
kabupaten/kota dan provinsi.

Secara berkelanjutan Bawaslu telah melakukan penyusunan IKP sejak 
Pemilu Legislatif tahun 2014. Pada proses penyusunan IKP Pemilu dan Pemilihan 
Serentak 2024, Bawaslu menyempurnakan produk IKP agar lebih terukur dan semakin 
fungsional dengan tetap mengutamakan kejelasan dan konsistensi metodologi 
dan analisisnya. Data, pengalaman penyelenggaraan pilkada sebelumnya, serta 
pengetahuan tim ahli dalam mengidentifikasi dan memproyeksi potensi terjadinya 
kerawanan pilkada dijadikan sebagai basis utama menyusun IKP Pemilu dan 
Pemilihan Serentak 2024.

IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dirilis pada saat ditetapkannya 
partai politik peserta Pemilu. Hal ini dimaksudkan agar semakin banyak tahapan 
yang diprediksi dan semakin tinggi peluang melakukan pencegahan terhadap 
potensi pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu. Melalui serangkaian tahapan, 
Bawaslu melibatkan berbagai pihak yang terdiri dari kementerian/lembaga, 
akademisi, peneliti, praktisi, dan pegiat Pemilu dalam proses penyempurnaan IKP 
tersebut. Sementara dalam tahapan pengumpulan data, Bawaslu RI melibatkan 
seluruh Bawaslu di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk lingkup internal Bawaslu, hasil IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 
2024 bermanfaat untuk memperkuat pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai 
potensi pelanggaran dan kerawanan menjelang Pemilu dan Pemilihan Serentak 
2024. Indeks ini akan memudahkan Bawaslu menyusun strategi pencegahan dan 
pengawasan berdasarkan daerah yang rawan dan pada aspek apa saja bobot 
pengawasan difokuskan. Bagi para pemangku kepentingan, keberadaan IKP Pemilu 
dan Pemilihan Serentak 2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi mewujudkan 
pemilihan umum yang jujur, yang semakin baik. Hal ini tentu disesuaikan dengan 
ketentuan perundang-undangan dan mengedepankan asas demokrasi.

Kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi dari berbagai pihak 
yang telah berperan aktif melakukan penyusunan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 
2024. Besar harapan kami agar produk ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk 
kepentingan bangsa dan negara.

“Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”

***
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Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu 
RI) merupakan lembaga negara yang 

memiliki tugas dalam pengawasan 
Pemilu, baik melalui pendekatan 

pencegahan maupun penindakan. 
Pendekatan pencegahan dalam 

pengawasan Pemilihan Legislatif 
dan Pemilihan Presiden Dan 

Wakil Presiden, memerlukan 
pemetaan sebagaimana 

diatur dalam UU No. 
7 Tahun 2017 Pasal 
94 ayat (1) huruf a 
dengan penilaian 
yang komprehensif 
atas potensi 
pelanggaran dan 
kerawanan dalam 
penyelenggaraan 
Pemilu.

Lolly Suhenty
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan
Hubungan Masyarakat

Pengantar
Kata Kata
Pengantar
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Penguatan dan peningkatan kapasitas riset terus dilakukan oleh 
Bawaslu RI guna menghasilkan analisis dan kajian kePemiluan sesuai perubahan 
lingkungan sosial politik kemasyarakatan. Dalam rangka pelaksanaan tugas 
tersebut, Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu sebagai rangkaian 
riset yang dilakukan sebagai dasar merumuskan kebijakan, program, dan 
strategi pengawasan di bidang kePemiluan. Melalui pendekatan pencegahan, 
(i) Melakukuan pemetaan daerah kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 
di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. (ii) Menjadikan sebagai instrumen 
proyeksi dan deteksi dini dalam melakukan pencegahan kerawanan pemilu. 
(iii) Menjadikan IKP sebagai instrumen dalam melakukan dasar program 
pencegahan dan pengawasan bagi Bawaslu RI. Sasaran informasi IKP Pemilu 
dan Pemilihan Serentak 2024 adalah Penyelenggara Pemilu lain (KPU, DKPP); 
pemerintah pusat maupun daerah; lembaga negara nonstruktural (LNS); lembaga 
pemantau Pemilu; Partai Politik dan kandidat yang berkompetisi dalam Pemilu; 
kelompok-kelompok yang tertarik pada capaian Pemilu dan berkeinginan untuk 
mempengaruhi  (seperti pusat-pusat penelitian dan lembaga-lembaga advokasi, 
Perguruan Tinggi); media dan pers; lembaga penegakan hukum (termasuk 
lembaga investigasi, penuntut, dan pengadilan); serta masyarakat sipil.

Dalam penyusunan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Bawaslu 
menyempurnakan kembali instrumen IKP tahun sebelumnya. Hal ini mengingat 
pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 memiliki mekanisme yang 
berbeda dengan pemilu maupun pemilihan sebelumnya yang dilaksanakan 
secara serentak.

Penyusunan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 sendiri 
mendasarkan pada empat dimensi penting dalam Pemilu yang demokratis, 
yaitu (i) Konteks sosial-politik, (ii) Penyelenggaraan Pemilu, (iii) Kontestasi, dan 
(iv) Partisipasi. Metode analisis dalam IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 
dihitung dengan menggunakan pendekatan kuantitatif secara menyeluruh 
berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Konsep yang digunakan adalah 
data driven, yaitu bahwa hasil indeks sangat ditentukan oleh data kejadian yang 
ada di lapangan dan dialami oleh provinsi dan kabpaten/kota.

Buku IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, diharapkan dapat 
memberikan alat deteksi dini (early warning system) bagi seluruh perangkat 
Bawaslu, dari Kabupaten/Kota hingga Provnsi agar dapat memetakan dan 
mengantisipasi potensi pelanggaran Pemilu, khususnya pelaksanaan Pemilu 
dan Pemilihan serentak 2024, sehingga dengan demikian diharapkan akan 
menghasilkan Pemilu yang demokratis dan bermartabat.

***
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